11. BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.1. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

a) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan didukung oleh 9 (Sembilan) kegiatan yaitu Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan; Sosialisasi dan Pelaksanaan Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI); Peningkatan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang; Pelaksanaan Kongres Anak dan Lokakarya Pengukuran Capaian Indikator Kota Layak Anak; Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Bidang PKHP; Penyusunan Program Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur; Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).
b) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan pagu sebesar Rp. 5.062.600.000,00 terealisasi sebesar 98,21% atau Rp. 4.972.209.595,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dimaksudkan untuk : 

· Mendorong upaya-upaya pemberdayaan perempuan menuju terwujudnya keluarga yang berkualitas melalui peran-peran perempuan yang didukung oleh Badan/Dinas/Instansi terkait

· Menciptakan SDM perempuan yang inovatif, kreatif dan produktif yang memiliki tanggung jawab dan disiplin yang tinggi

· Menciptakan kerjasama, koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan keluarga bersih pornografi

· Memberikan kesempatan pada perempuan agar dapat memotivasi dirinya untuk berperan serta di bidang politik

· Masyarakat luas mengetahui dan memahami akan pentingnya pemberian ASI (Air Susu Ibu)

· Tersosialisasinya perkembangan GSI (Gerakan Sayang Ibu) kepada pelaksana program di daerah

· Meningkatkan pemahaman perempuan dan anak agar dapat mencegah terjadinya kekerasan dan meningkatkan peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan

· Meningkatkan peran serta anak pada Musrenbang di wilayahnya melalui forum anak yang telah terbentuk di Kab/Kota

· Mengetahui sejauh mana Kab/Kota telah memahami 31 indikator dari Kab/Kota Layak Anak dan juga bagaimana instansi lintas sector berkomitmen terhadap terwujudnya indicator tersebut

· Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta sikap dan perilaku positif keluarga khususnya di berbagai bidang untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu hidup dan kehidupan keluarga.

Selama dua tahun terakhir perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov. Jatim pada tahun 2011 sebanyak 359 kasus, sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 357 kasus. Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani PPT Prov. Jatim dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.23.1
Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak yang Tertangani PPT Prov. Jatim Tahun 2011 – 2012
	No
	Jenis Kasus
	Tahun 2011
	Tahun 2012

	
	
	Anak
	Dewasa
	Anak
	Dewasa

	1
	KDRT
	37
	129
	41
	114

	2
	Non KDRT
	82
	40
	80
	39

	3
	Trafiking
	37
	34
	30
	53

	
	156
	203
	151
	206

	TOTAL
	359
	357


Sumber : PPT Prov. Jatim

Berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan telah dilaksanakan, diantaranya :

· Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dalam rangka Pemberdayaan Perempuan, dengan sub kegiatan :
1. Kegiatan Sosialisasi UU Pornografi No. 44 Tahun 2008 diikuti oleh 80 orang peserta yang terdiri dari :

· Dinas Kominfo Kab/Kota sebanyak 38 orang

· Dinas Pendidikan Kab/Kota sebanyak 38 orang

· BPPKB Provinsi Jawa Timur sebanyak 4 orang

Dengan terlaksanya kegiatan ini diharapkan dapat terpahaminya Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sehingga kasus pelecehan seksual terhadap perempuan tidak meningkat.

2. Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Motivasi Kader Posyandu tentang kesehatan balita yang diikuti oleh 76 orang kader posyandu dari 38 Kab/Kota se Jawa Timur. Dengan terlaksananya kegiatan ini maka dapat meningkatkan pengetahuan dan motivasi Kader Posyandu untuk meningkatkan kesehatan balita.

3. Kegiatan Rapat Kerja Koalisi Perempuan Bidang Politik yang diikuti oleh 80 orang peserta yang terdiri dari anggota organisasi partai politik perempuan dan BPPKB di 38 Kab/Kota se Jawa Timur.

Hasil dari kegiatan ini adalah terjalinnya koordinasi dan sinergitas antara BPPKB dan perempuan anggota organisasi politik di bidang politik.

4. Kegiatan sosialisasi pentingnya ASI (Air Susu Ibu) diikuti oleh 106 orang peserta yang terdiri dari :

· Pejabat/Staf BPPKB Kab/Kota Bakorwil III sebanyak 12 orang

· Pejabat/staf Badan/Dinas yang membidangi Kominfo Bakorwil III sebanyak 38 orang 

· Anggota TP-PKK Kab/Kota Bakorwil III sebanyak 24 orang

· Pimpinan Hotel, Bank, Mall, Rumah Sakit, Tempat Hiburan Umum se Surabaya sebanyak 32 orang

Dengan kegiatan sosialisasi pentingnya Air Susu Ibu (ASI) diharapkan dapat dipahaminya peraturan bersama 3 Menteri tentang peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja

5. Kegiatan Raker Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) yang diikuti oleh 76 orang peserta dari BPPKB (Pimpinan dan yang membidangi program) di 38 Kab/Kota se Jawa Timur. 

Hasil dari kegiatan ini adalah terjalinnya sinergitas dan koordinasi BPPKB Kab/Kota se Jatim dalam mengupayakan kualitas hidup perempuan yang lebih maju dan mandiri serta mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman.

6. Kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI) diikuti oleh 76 orang peserta yang terdiri dari :

· Badan/kantor/Bidang PP dan KB Kab/Kota sebanyak 38 orang

· Dinas Kesehatan Kab/Kota sebanyak 38 orang

Hasil dari kegiatan ini adalah tersosialisasinya program tentang Gerakan Sayang Ibu.

Kegiatan Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI) pada tahun 2012 terpilih 3 pemenang terbaik Kecamatan Sayang Ibu Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan SK Gubernur Nomor : 188/709/KPTS/013/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Pelaksana Terbaik Kecamatan Sayang Ibu Provinsi Jawa Timur, yaitu :

· Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi

· Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang

· Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo
· Kegiatan Peningkatan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang, dengan sub kegiatan :

1. Kegiatan Rakor tentang Pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang diikuti oleh 76 orang peserta yang terdiri dari BPPKB dan PPT di 38 Kab/Kota. 

Dengan terlaksananya kegiatan ini maka diharapkan terwujudnya peningkatan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta traficking disetiap kab/kota baik yang berbasis rumah sakit maupun masyarakat.
2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diikuti oleh 76 orang peserta yang terdiri dari BPPKB, Diknas, Guru BP, Anak Sekolah, Tokoh Masyarakat, PKK Kab/Kota se Jawa Timur. 
Dengan terlaksananya kegiatan ini maka diharapkan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, tentang Penghapusan KDRT, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
3. Kegiatan Rencana Aksi Provinsi (RAP) Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang diikuti oleh 76 orang peserta yang terdiri dari BPPKB dan jejaring Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. 
Dengan terlaksananya kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafficking sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) di Kab/Kota se Jawa Timur.
4. Kegiatan Kongres Anak dan Lokakarya Pengukuran Capaian Indikator Kota Layak Anak yang diikuti oleh 90 anak dari anggota forum anak dan 38 orang pendamping dari BPPKB Kab/Kota se Jawa Timur. Dengan terlaksananya kegiatan ini maka terpilihnya 10 (sepuluh) Duta Anak Jawa Timur yang dikirim ke Forum Anak Tingkat Nasional sebagai Duta Jawa Timur.
5. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan melaksanakan Workshop Kemasyarakatan Produktif Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang diikuti oleh 76 orang pendamping korban dari LSM Kab/Kota se Jatim.
Dengan terlaksananya kegiatan ini maka meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.
6. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Bidang PKHP dilaksanakan di 5 Kab/Kota yaitu : Bojonegoro, Mojokerto, Tuban, Jombang, dan Madiun yang diikuti oleh masing-masing Kab/Kota sebanyak 20 orang peserta dengan materi pelatihan mengenai processing roti basah, roti kering, dan aneka keripik.

Dengan terlaksananya kegiatan ini maka diharapkan meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan perempuan di bidang ekonomi di 6 Kab/Kota.

7. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dengan melaksanakan Sosialisasi Fasilitasi P2WKSS yang diikuti oleh 38 Kab/Kota se Jawa Timur.

Hasil dari kegiatan ini adalah dapat meningkatkan peranan perempuan dalam upaya menciptakan Lingkungan Desa/Kelurahan Sehat dan Sejahtera melalui berbagai bidang pembangunan antara lain : kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, HAM, pertanian, dll untuk perempuan di desa miskin. 

Evaluasi Program P2WKSS pada tahun 2012 terpilih 3 Pelaksana Terbaik Program P2WKSS (Pemberdayaan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) yang ditetapkan dengan SK Gubernur No: 188/685/KPTS/013/2012 tanggal 27 November 2012 tentang Pelaksana Terbaik P2WKSS yaitu :

· Kabupaten Bojonegoro
· Kota Madiun
· Kabupaten Ponorogo
d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi, antara lain :

· Banyaknya materi-materi bermuatan pornografi yang membawa dampak buruk bagi masyarakat terutama generasi muda sehingga berpotensi terjadinya kekerasan seksual dan dekadensi moral di masyarakat.
· Belum maksimalnya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender dari fungsi reproduksi (maternal) mengakibatkan perempuan bekerja mengalami kesulitan dalam pemberian ASI.
· Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang.
· Kurangnya komitmen dan pemahaman dari Kab/Kota tentang hak-hak anak ataupun Konvensi Hak Anak (KHA) serta pembentukan forum anak di tingkat Kab/Kota.
· Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di daerah belum maksimal karena kondisi dan lingkungan pada masing-masing daerah tidak sama.
· Masih kurangnya ketrampilan perempuan dalam meningkatkan usaha ekonomi poduktif ketrampilan.
· Masih kurangnya peranan peranan perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam pembangunan.
Solusi terhadap permasalahan di atas melalui :

· Para orang tua/pihak yang berkepentingan diharapkan membimbing putra-putrinya, mencegah akses terhadap pornografi, memberikan pembekalan diri tentang pendidikan kesehatan yang benar sehingga perempuan dan anak dimampukan untuk melindungi diri dan memperdayakan untuk lebih percaya diri dalam mengatasi dampak negatif pornografi dan pelecehan seksual.

· Menginformasikan kepada dunia usaha, tempat kerja, fasilitas/sarana umum tentang pentingnya manfaat Air Susu Ibu (ASI) dan guna menyediakan tempat/ruang khusus untuk menyusui/memerah serta menyimpan ASI

· Melakukan koordinasi secara intens terhadap instansi lintas sektor melalui implementasi program yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah yang ada dalam Gugus Tugas Traficking dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA).

· Bersama-sama dengan Swadaya Masyarakat melakukan sosialisasi kepada lingkungan sekolah baik di tingkat SMU dan SLTP dan juga melakukan advokasi/pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

· Melakukan koordinasi secara intens terhadap instansi lintas sektor melalui Gugus Tugas Kab/Kota Layak Anak (KLA).

· Melakukan sosialisasi kepada Kab/Kota tentang kab/Kota Layak Anak (KLA)

· Mengkoordinasikan semua unsur sehingga dapat tertampung dan terkondisi untuk keberlangsungan dan keberhasilan pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) pada tahun-tahun mendatang.

· Memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, kecakapan dan perempuan dalam meningkatkan usahanya.

· Mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di daerah yang didukung oleh Badan/Dinas/Instansi terkait.
e) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi 
· Penghargaan Pelaksana Terbaik Kecamatan Sayang Ibu Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 yang diserahkan oleh Bapak Gubernur Jawa Timur kepada :
1. Terbaik I Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi

2. Terbaik II Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang

3. Terbaik III Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo

· Penghargaan Pelaksana Terbaik Program P2WKSS (Pemberdayaan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 yang diserahkan oleh Bapak Gubernur Jawa Timur kepada :
1. Kabupaten Bojonegoro
2. Kota Madiun
3. Kabupaten Ponorogo
2) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. 
a) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Bidang (Pengarustamaan Gender) PUG.
b) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan pagu sebesar Rp. 1.080.000.000,00 terealisasi sebesar 99,24% atau Rp. 1.071.794.340,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dimaksudkan untuk :

· Mendorong Kab/Kota di Jawa Timur dalam percepatan pelaksanaan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) yang dituangkan dalam kebijakan program kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak melalui pengembangan Kab/Kota Layak Anak (KLA)

· Memberikan pemahaman kepada Kepala Desa/Kelurahan dan Ketua TP-PKK desa/kelurahan tentang pentingnya relasi yang setara antara anggota sebuah keluarga

· Membangun dan memperkokoh sinergi antara pelaku pembangunan pemberdayaan perempuan

· Meningkatkan komitmen untuk menggunakan PPRG (Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender) dalam penyusunan PPRG di berbagai program/kegiatan.

Berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan telah dilaksanakan, diantaranya Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Bidang PUG, dengan sub kegiatan :

· Kegiatan workshop jejaring kelembagaan PUG dan PUA yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi, Kab/Kota dan lembaga masyarakat di Jawa Timur dengan sebanyak 50 orang peserta. 
Dengan terlaksananya kegiatan ini maka dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Kab/Kota dengan Lembaga masyarakat/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha di semua sektor dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan PUA terkait dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan PUG dan PUHA.
· Kegiatan rapat penyusunan buku pedoman teknis PPRG yang diikuti oleh peserta sebanyak 15 orang. 
Dengan terlaksananya kegiatan ini maka tersusunnya buku pedoman teknis PPRG Prov. Jatim dan tersedianya 150 buku pedoman teknis PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) Provinsi Jawa Timur. 
· Kegiatan workshop pemahaman tentang pentingnya relasi yang setara antara anggota sebuah keluarga yang diikuti oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan sebanyak 112 orang. 
Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya keluarga yang setara antara anggota sebuah keluarga. Dengan kegiatan ini maka diharapkan apabila ada warga Desa/Kelurahan yang mengalami perselisihan antar anggota keluarga maka Kepala Desa/Kelurahan atau Ketua TP-PKK dapat membantu atau mencarikan jalan keluarnya untuk menyelesaikan permasalahan keluarga.
· Kegiatan penyusunan dokumen ARG (Anggaran Responsif Gender) yang diikuti oleh anggota focal point gender dari 42 SKPD Provinsi Jawa Timur. 
Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG) SKPD Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen untuk menggunakan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) dalam melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan.
· Kegiatan advokasi pengembangan Kab/Kota Layak Anak (KLA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 2 (dua) Kab/Kota di Jawa Timur.
Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengembangan Kab/Kota Layak Anak (KLA) di 2 Kab/Kota di Jawa Timur.
d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi antara lain :

· Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pelaksanaan pembangunan gender untuk mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).
· Masih tingginya angka KDRT di Jawa Timur
· Masih kurangnya kapasitas bagi perencana di SKPD untuk paham dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan dengan menggunakan analisa gender dan Pernyataan Anggaran Gender (GBS) untuk mewujudkan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan.
· Sumber pendanaan dan kreatifitas penggalian sumber daya dan dana secara kontinyu serta konsistensi belum optimal.
Solusi terhadap permasalahan di atas melalui :

· Melaksanakan kerjasama di bidang pemberdayaan perempuan di semua sektor pembangunan antar pemangku kepentingan.
· Melaksanakan sosialisasi yang terus-menerus tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) di berbagai tingkatan termasuk keluarga.
· Melakukan pendampingan penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)
· Mengintegrasikan program/kegiatan yang ada dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak anak serta perlindungan anak terhadap kekerasan.
e) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi
Untuk penghargaan tingkat Nasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 telah mendapatkan penghargaan bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dari Presiden RI yaitu PURNA ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) TINGKAT UTAMA TINGKAT PROVINSI yang ke tujuh kalinya (7 Kali).

Untuk Kabupaten/Kota pada tahun 2012 yang mendapatkan penghargaan bidang Pengarusutamaan Gender dari Presiden RI berupa PARAHITA EKAPRAYA (APE) TINGKAT KAB/KOTA yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tulungagung dan Kota Surabaya. 
Pada Tahun 2012 Kab/Kota yang menerima penghargaan dari Menteri Negara PP dan PA RI sebagai pengembang KLA yaitu :
· Kabupaten Malang
· Kabupaten Tulungagung
· Kabupaten Jombang
· Kabupaten Sidoarjo
· Kota Malang
· Kota Surabaya
3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
a) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender.
b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan pagu sebesar Rp. 520.000.000,00 terealisasi sebesar 99,92% atau Rp. 519.604.690,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan atau isu gender di berbagai bidang pembangunan dalam upaya mendukung penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Kegiatan untuk mendukung keberhasilan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak telah dilaksanakan yaitu Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak Jawa Timur. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Data Terpilah Gender dan Anak Jawa Timur. Dengan kegiatan ini maka tersedia 400 (empat ratus) buah Buku Data Terpilah Gender dan Anak Jawa Timur.
d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengolahan data yaitu mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data.

Solusi terhadap permasalahan di atas adalah dengan mengadakan kegiatan pelantikan pengolahan data gender dan anak.
4) Program Keluarga Berencana

a) Program Keluarga Berencana didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Pengadaan dan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB; dan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Bidang Keluarga Berencana
b) Program Keluarga Berencana dengan pagu sebesar Rp. 2.654.400.000,00 terealisasi sebesar 98,38% atau Rp. 2.611.488.800,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan
Program Keluarga Berencana dimaksudkan untuk :

· Terlaksananya pemantapan koordinasi, meningkatnya kemitraan dengan dinas, Instansi/organisasi masyarakat terkait KB

· Meningkatnya ketersediaan alat/obat kontrasepsi dalam pelayanan KB bagi keluarga miskin

· Meningkatnya keterampilan kader penyuluh  KB desa

Selama dua tahun terakhir perkembangan alat kontrasepsi yang tersedia pada tahun 2011 sebanyak 2500 set implant untuk 2500 akseptor meningkat menjadi 4328 blester Pil KB, 982 set IUD Kit, 78 set implant, dan 8360 vial KB suntik untuk 4258 Akseptor pada tahun 2012. Peningkatan jumlah akseptor yang terlayani untuk pemasangan alat kontrasepsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.23.2
Jumlah Akseptor Yang Terlayani Untuk Pemasangan Alat Kontrasepsi Tahun 2011 – 2012
	No
	Jenis Alat Kontrasepsi
	Tahun                   2011
	Tahun                         2012

	1
	Implant
	2500 set
	78 set

	2
	IUD Kit
	-
	982 set

	3
	Pil KB
	-
	4328 blester

	4
	KB Suntik
	-
	8360 vial

	Jumlah Akseptor
	2500 Akseptor
	4258 Akseptor


Sumber Data : BPPKB Prov. Jatim Tahun 2012
Berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan Program Keluarga Berencana telah dilaksanakan, diantaranya :

1. Kegiatan Pengadaan dan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB dengan sub kegiatan :

2. Kegiatan Koordinasi KB Pasca Salin yang diikuti oleh 72 orang peserta. Dengan terlaksananya kegiatan ini, maka dapat meningkatkan kesertaan ber-KB bagi keluarga miskin.

Hal ini dapat dilihat dari data Prevalensi Peserta KB Aktif Tahun 2011 sebesar 89,08%, dengan rincian :

· Jumlah Peserta KB aktif : 7.060.282 akseptor
· Jumlah Pasangan usia subur : 7.933.135 akseptor
Prevalensi Peserta KB aktif Tahun 2011 (a/b) (89,08%

Data Peserta KB pascasalin/keguguran :

· Peserta KB baru seluruhnya  s/d bulan September 2012 sebanyak 975.929 akseptor 

· Peserta KB baru pascasalin/keguguran s/d  bulan September 2012 sebesar  55.706 akseptor (5,71 %)

Hal ini sesuai dengan workshop KB di Bandung, Tahun 2010, dimana KB  pasca salin sekitar 3 - 5 %.

Pencapaian Peserta KB baru keluarga Pra Sejahtera / KS 1 Terhadap PB seluruhnya sbb :

· Peserta KB baru seluruhnya s/d  bulan September 2012 sebanyak  975.929 akseptor

· Peserta KB baru pascasalin/keguguran s/d bulan September 2012 sebanyak 374.433 akseptor (38,37%)

Tabel 4.23.3
Capaian KB Aktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 Bulan September 2012
	IUD
	MOW
	MOP
	KONDOM

	33343
	22.3%
	127091
	5.02%
	18777
	0.74%
	36215
	1.43%


	IMPLANT
	SUNTIK
	PIL

	311686
	12.31%
	1095092
	43.26%
	589637
	23.30%


Sumber Data : BKKBN Prov. Jatim

Tabel 4.23.4
Capaian KB Aktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 Bulan September 2012 Pada Pria :
	MOP
	KONDOM

	18777
	0.74%
	36215
	1.43%


Sumber Data : BKKBN Prov. Jatim

3. Kegiatan Lomba KB Award bagi seluruh 38 Kab/Kota di Jawa Timur. Dengan terlaksananya kegiatan ini, maka terpilih 4 (empat) Nominasi Terbaik Pelaksana Program KB Kab/Kota se Jawa Timur Tahun 2012, antara lain :
· Terbaik pertama  : Kab. Bojonegoro

· Terbaik Kedua
      : Kab. Ponorogo

· Terbaik Ketiga
      : Kab. Situbondo

· Terbaik Keempat  : Kab. Ngawi

4. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Bidang Keluarga Berencana dengan sub kegiatan :
· Kegiatan Pelatihan Simulasi KB Responsif Gender yang diikuti oleh 200 orang peserta yang terdiri dari Kelompok Dasawisma, Kader PKK, Organisasi kemasyarakatan, PLKB, Kader Posyandu dan KB. 
Hasil dari kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi kelompok dasa wisma, kader PKK, organisasi kemasyarakatan, PLKB, Kader Posyandu dan KB dalam simulasi KB resposif gender. Dengan terlaksananya kegiatan ini maka tersedianya 200 Fasilitator Simulasi KB responsif Gender.
· Kegiatan Pengadaan dan distribusi paket beberan permainan Simulasi KB Responsif Gender bagi 38 Kab/Kota beserta buku pedomannya masing-masing Kab/Kota menerima 5 edisi @ 8 paket beberan (dengan sasaran : PKK dan SKPD KB).
· Kegiatan Lomba Simulasi KB responsif gender yang diikuti oleh 38 Kab/Kota se Jawa Timur.
Hasil dari kegiatan ini adalah terpilihnya 4 Nominasi Terbaik Pelaksana Simulasi KB responsif gender Kab/Kota se Jatim.
5. Kegiatan Sosialisasi KB dalam rangka langkah kesatuan gerak PKK yang diikuti oleh 38 peserta yang terdiri dari Kader PKK. 
Dengan terlaksananya kegiatan ini maka 38 Kader PKK dari seluruh kab/kota mendapatkan pembekalan Program KB sehingga tercapainya kerjasama dengan Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan program KB.
6. Tersedianya Alat Kontrasepsi di 5 Kabupaten (Kab. Ponorogo, Kab. Situbondo, Kab. Blitar, Kab. Probolinggo, dan Kab. Bojonegoro) dengan rincian : alat kontrasepsi pil sebanyak 465 orang dan IUD sebanyak 700 orang di Kab. Blitar, Suntik KB sebanyak 8360 vial untuk Ibu menyusui sebanyak 2090 akseptor di Kab. Ponorogo, Kontrasepsi Pil sebanyak 1950 blester untuk 325 akseptor di Kab. Situbondo), Penyaluran Alat Kontrasepsi Pil sebanyak 1913 strip/blaster untuk 318 akseptor di Kab. Probolinggo, IUD sebanyak 282 orang dan Implant 78 akseptor di Kab. Bojonegoro 

d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi antara lain :

SDM : 
· Belum semua tenaga kesehatan terlatih CTU pasca salin

· Kurangnya tenaga penyuluh KB di desa

· Tidak semua Sp.OG “berani” melakukan pelayanan KB pasca salin.

· Belum Semua Kab/Kota memahami teknis pengisian Lomba Kb Award

· Belum semua dasa wisma tersosialisasi

Sarana & Prasarana :
· Belum semua fasilitas kesehatan memiliki sarana pelayanan KB ( ABPK, IUD kit, implant kit)

Keuangan :

· Kecilnya anggaran untuk pemenuhan bentuk permainan simulasi KB,  bagi seluruh kelompok dasa wisma (10.000 Taman Posyandu)

Masyarakat :
· Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP).

· Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.

· Kondisi pasien yg tidak memenuhi syarat dilakukan KB Pasca Placenta
Solusi terhadap permasalahan di atas melalui :

· Pelatihan Tenaga Teknis

· Pelatihan Penyuluh KB

· Membuat perencanaan usulan sarana – prasarana

· Sosialisasi pedoman tehnis Lomba KB Award ke seluruh kab/kota.

· Menjadikan  Lomba KB Award sebagai kegiatan Evaluasi secara rutin.

· Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi

· Membuat buku petunjuk teknis KB bagi kader dasawisma

· Mengedarkan buku petunjuk teknis beberan dan penunjang lainnya ke Taman Posyandu yang jumlahnya 10.000 secara bertahap

· Meningkatkan pengetahuan/kompetensi PLKB, Kader dasawisma.
e) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi 
Penghargaan Lomba KB Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 yang diserahkan oleh Bapak Gubernur Jawa Timur kepada :

· Terbaik Pertama
: Kab. Bojonegoro

· Terbaik Kedua
: Kab. Ponorogo

· Terbaik Ketiga
: Kab. Situbondo

· Terbaik Keempat
: Kab. Ngawi
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